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emokratisasi di Indonesia setelah Reformasi

1998 telah membuka akses bagi perempuan

untuk terlibat politik dan
pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif,
khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada
pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun
persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni
jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan
perubahan arah kebijakan politik.

dalam proses

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral
masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota
legislatif perempuan juga menghadapi tantangan
politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu
maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun,
suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol
fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan
perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting
untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di
parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi
demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini
dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang
tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye
yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol
oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk
mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut.
Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk
memuluskan jalan bagi
partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan
(entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang
dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya.

pimpinan atau pengurus

Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi
dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair,
cenderung oportunis dan gampang bubar ini membuat
pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban
masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks
ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang
disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan
yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi
(pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan
dengan Lembaga
kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap
kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar
dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

elite politik. pemerintah dan

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di
antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang
terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar
partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta
pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di
parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit.
Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup
adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat,
berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta
mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya
politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa
demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami
kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada
penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril,
perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis
bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan
perlindungan.

Demokrasi
Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di
tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan
dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal.
Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang
berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru
rentan menghadapi seperti
perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande
di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari
reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung.
sepenuhnya dimaknai dalam kerangka
manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan
pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan
hak-hak perempuan.

Indonesia cenderung terpusat pada

ancaman kriminalisasi,

la belum

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini
menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik
sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi
yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat
terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan
perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya
kandidat perempuan konservatif yang mengusung
gagasan-gagasan Yyang menolak agenda feminis.
Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus
membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan
agenda feminis menjadi penting dalam proses
konsolidasi demokrasi. (Anita Dhewy)
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen limu
Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya
Agenda Feminis

Two Decades of Indonesia’s Democracy and the Fading of
Feminist Agenda

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between
democracy and feminism in both theory and practice. For a long time,
feminist theorists have put forward criticism of democratic studies,
which emphasize the importance of transforming political institutions
and addressing the measure of the goodness of democracy that is
considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests
of women are considered merely complementary and not a priority.
Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at
challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly
scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially
in the participation of women'’s electoral politics. While non-electoral
participation is more indicative of the presence of a feminist agenda,
the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The
achievements of democracy over the past 20 years show the lack of
contribution of democracy to the struggle that the women’s movement
formulated with the breath of feminism. This article highlights the
increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy
in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the
logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political
dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi
dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi
feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang
menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan
mengedapankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku
universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap
pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai
oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki
dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat
kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam
partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non
elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya
ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian
demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi
demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan
dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya
agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya
konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak
dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik
elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku
Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political
Behavior of Women Members of Parliament

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15
daftar pustaka

The representation of women'’s interest through women Members of
Parliament(MPs)isachievedifthereisaconnectionbetween constituents
and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it
requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the
variety of relationships and political economic affiliations that surround
women MPs. The relationship has been built since the nomination
period to become a member of parliament, which in turn raises various
interests and pressures that women parliamentarians must respond to.
By understanding the various interests and pressures faced by women
MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses
so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism,
patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen
perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen
dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka
dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel
ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik
yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang
terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen
tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan
tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan.
Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi
anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang
rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga
meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase,
kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Atnike Nova Sigiro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui
Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan
DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women
through the Engagement Model of the Women’s Movement
with the DPR and DPRD in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19
daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption
of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the
number of women in parliament, both at the central level (House
of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of
Representatives/DPRD). However, the issue of women’s representation
in parliament is not only a matter of representation based on sex, but
also of substantive representation, where women'’s political agenda
can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is
the concept of critical actors. This article seeks to explain how women'’s
organizations and parliamentarians are critical actors that encourage
women’s involvement with parliament. This article explains how the
involvement between women’s organizations and parliament can
strengthen the substantive representation of women in both the
DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on
engagement models of MAMPU'’s partners with the DPR and DPRD.
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Keywords: women’s politics, political representation, parliamentary
women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota
pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah
meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat
(Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan
perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan
berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan
substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah
satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep
‘critical actors’ atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan
menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen
menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan
parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara
organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat
keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel
ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa
mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan
parlemen, representasi perempuan

'Abdul Madijid Sallatu, '/Rahmadani, 'Agussalim & 2Abby Gina
('Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan
Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar,
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Representation of women in the legislature is important. The presence
of women members of parliament (MPs) does not only balance the
number of parliamentarians (gender balance), but also encourages
women’s issues to be a priority, so that various gender sensitive policies
are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/
cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana
Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency,
Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women
legislator’s portraits in nine research areas, obstacles in implementing
main tasks and functions as women legislator and relations with various
related groups. This study applies a phased mixed method design
that focuses on qualitative studies. Data collection is done through
document review, surveys, and in-depth interviews. This research found
that in order to guarantee the struggle for women’s political agenda,
capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in
Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation,
gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang
penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar
menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi
juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga
lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus
pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia
Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana
Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota
Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP
di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

vi P;’mmé

puan

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus
pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian
dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan
bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan
diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan
Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan,
kebijakan sensitif gender.
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Women never make choices about their work democratically. In
patriarchal society, “women’s work” is constructed as work that is in the
area of social reproduction and is “natural” for women. Consequently,
women are increasingly in a vulnerable position in the labor market.
In addition, women also face obstacles to being actively involved in
various democratic spaces such as unions and women'’s movements,
and wider social movements because they bear a double workload that
is life-consuming. However, various women’s empowerment programs
launched by a number of development institutions to overcome
the problems faced by women turned out to be far from women’s
interests. Empowerment, also known as “liberal empowerment’,
actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call
for the importance of realizing “liberating empowerment”. Related to
that, this paper sees that the process of democratization of work on
women’s work is an effort that can be done to pave the way for women's
liberation.

Keywords: women’s work, democratization of work, empowerment,
liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka
secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, “kerja perempuan”
dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi
sosial dan bersifat ‘kodrati’ bagi perempuan. Konsekuensinya,
perempuan semakin berada pada posisiyang rentan dalam pasar tenaga
kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat
aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan
perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung
beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program
pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi
pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan.
Pemberdayaan yang disebut juga sebagai“pemberdayaan yang liberal”
tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan.
Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan
“pemberdayaan yang membebaskan”. Terkait itu, tulisan ini melihat
bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan
upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan
perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan,
liberal, membebaskan
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Kabupaten/Kota Periode 2014-2019
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Political parties play an important role as a gateway to women'’s
representation. In political party the entire battle to win seats in
parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in
the political party determine the face of women’s representation
in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in
political parties in the context of encouraging women’s representation
in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research
explores the strategy experience and challenges faced by women
legislative members in regency/city-level legislative council for the
2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the
2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party,
PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus
group discussion and document review of articles of association/bylaws
(AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a
number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy
for party management structures and the formation of women'’s party
wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the
process of recruitment, candidacy and political campaigns have not
yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge,
programs and decisions of political parties as well as competition
between legislative candidates in competing for votes are still gender
biased, thus detrimental to women’s political agenda; 3) Parliamentary
women experience psychological violence and intimidation in pushing
the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal
ideology, while the women’s wing have not standing for women’s
agenda.

Keywords: women in parliament, women’s political agenda, regency/
city-level legislative council, women and political parties, substantive
representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang
keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan
memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan,
praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah
keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus
pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks
mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di
Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan
yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota
periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada
pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi
terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan
afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai
dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari
kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye
politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara
signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik
serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara
masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan;
3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi
dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang
berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai
belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD
kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif
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Abstract

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance
the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive
policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone
Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This
study looks at women legislator’s portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women
legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative
studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to
guarantee the struggle for women’s political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern
Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women'’s representation, gender-sensitive policies

Abstrak

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak
sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi
prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah
kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten
Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait
hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan
berbagai kelompok terkait. Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk
menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan
Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Pendahuluan

Berdasarkan sejumlah studi-studi empirik tentang
perempuandankemiskinan, diketahuibahwa perempuan
mengalami sejumlah persoalan seperti: kurangnya akses
terhadap program perlindungan sosial pemerintah,
kurangnya akses atas pekerjaan yang berpendapatan
layak, banyaknya permasalahan yang dihadapi tenaga
kerja khususnya tenaga kerja di luar negeri, banyaknya
kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya yang

terjadi di lingkup rumah tangga (KDRT), lemahnya
kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan
terkait kesehatan reproduksi, dan minimnya dukungan
penganggaran mengatasi  permasalahan
kemiskinan dan pro gender (Yuarsi & Susi 2000; Taringan
& Novi 2015; Rustanto 2011; Koalisi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan dan Demokrasi 2012; Kercheval,
Markowits & Monson 2012; BaKTl 2013).

untuk
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Berbagai studi tersebut menunjukkan praktik
diskriminasi terhadap perempuan mendapat legitimasi
dari berbagai produk kebijakan.
Kecenderungan ini tidak bisa dipisahkan dari proses
legislasi dan penganggaran, baik di tingkat nasional
(pusat) maupun daerah. Sebagian produk legislasi
di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
tidak menempatkan perempuan sebagai aktor dalam
pembangunan. Beberapa Perda lebih mengatasnamakan
agama/keyakinan dengan melindungi
perempuan, yang pada kenyataannya justru semakin
mendiskriminasi perempuan.

negara lewat

alasan

Kemiskinan dan ketimpangan gender adalah
beberapa persoalan yang menuntut perhatian dari
seluruh pemangku kebijakan agar dapat diselesaikan.
Salah satu pemangku kebijakan yang memainkan peran
penting dalam penyelesaian dua persoalan utama ini
adalah Anggota Parlemen Perempuan (APP). Peran APP
menjadi penting dalam konstelasi politik, sebab mereka
berperan sebagai representasi politik perempuan. APP
menjadi harapan untuk lahirnya kebijakan yang sensitif
gender. Harapan tersebut hanya mungkin tercapai
bila para APP memiliki perspektif perempuan. Tanpa
pemahaman dan keberpihakan atas isu-isu perempuan,

agenda politik perempuan tidak mungkin terwujud.

Dalam upaya teragendakannya
kepentingan perempuan di berbagai kebijakan, maka

perlu upaya mendorong partisipasi perempuan. Untuk

menjamin

mendorong partisipasi perempuan dalam politik,
sejumlah upaya telah dilakukan. Kuota, penjatahan kursi
(reserved seats) dan berbagai mekanisme peraturan lain
yang pada prinsipnya mengikuti kebijakan afirmatif,
dimaksudkan sebagai jalan menuju penguatan
keterwakilan perempuan dan kelompok marginal seperti
misalnya minoritas etnik tertentu. Kuota perempuan
menjadi hal yang umum pada dekade terakhir ini (Bird

2003, h. 20).

Dilndonesia sejak tahun 2004 kebijakan afirmatif telah
diimplementasikan guna meningkatkan keterwakilan
perempuan di lembaga politik. Hal ini ditandai dengan
adanya ketentuan bagi setiap partai politik peserta
pemilu legislatif (pileg)_untuk mencalonkan perempuan
minimal 30% dari daftar calon anggota legislatifnya,
sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum. Sejak diberlakukannya kebijakan
tersebut, jumlah perempuan di legislatif, khususnya di
DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999
menjadi 17% pada pemilu 2014. Pada tahun 2014, jumlah
anggotaparlemen perempuandiseluruh kabupaten/kota

sebanyak 2.406 atau 14,2persen dari total kursi (14.410)
meningkat sekitar 2% dari tahun 2009 (Puskapol FISIP Ul
2014). Artinya, kebijakan afirmatif mampu mendorong
peningkatan keterwakilan perempuan dan harapannya
mampu menyukseskan kebijakan pengarusutamaan
gender (PUG) baik dalam proses legislasi, penganggaran,
maupun pengawasan.

Kebijakan afirmatif menjadi penting sebagai upaya
memastikan pengalaman dan perspektif perempuan
dapat hadir secara berimbang dalam politik. Namun
persoalannya apakah APP yang hadir telah memiliki
perspektif perempuan karena jika tidak, kehadiran
APP tidak akan signifikan dalam mendorong lahirnya
kebijakan-kebijakan sensitif gender. Lebih jauh bahkan
berpotensi untuk terus terlibat mereproduksi dan
melanggengkan
yang bias laki-laki dan mendiskriminasi perempuan.
Peningkatan jumlah/ kuantitas APP di parlemen
adalah sebuah capaian, namun bila kualitas APP tidak
ditingkatkan dan perspektif perempuan tidak mendasari
kerja-kerja APP, maka implikasinya persoalan-persoalan
utama yang dihadapi perempuan seperti kemiskinan,
kekerasan, tidak akan dapat
diminimalisasi apalagi dihilangkan/dihapuskan.

keberadaan  kebijakan-kebijakan

bahkan diskriminasi

Untuk memastikan bahwa representasi politik
perempuan berjalan secara optimal, perlu dilakukan
identifikasi mengenai yang
dihadapi oleh APP dalam mendorong lahirnya kebijakan-
kebijakan yang sensitif gender. MAMPU (Kemitraan
Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender
pemberdayaan melakukan asesmen
pemetaaan kapasitas dan pengetahuan APP di sembilan
kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu
Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana
Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok
Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon.
Dengan demikian indikator yang digunakan dalam
penelitian ini mengikuti isu tematik MAMPU terkait
pengentasan kemiskinan dan mendorong keadilan
gender.

hambatan-hambatan

dan
perempuan)

Survei dan wawancara dilakukan pada APP dan
Anggota Parlemen Laki-laki (APL) bertujuan untuk
mengetahui kondisi riil di lapangan tentang kapasitas
APP terhadap tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD),
perempuan, serta menggali hubungan APP dengan
lembaga eksternal parlemen.

pemahaman APP mengenai isu
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
dan eksplanatoris (descriptive and explanatory research).
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2014 hingga

Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia
Ensuring the Women'’s Political Agenda:

A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

April 2015. Lokasi survei adalah sembilan kabupaten/
kota yang terletak di lima provinsi di Kawasan Timur
Indonesia (KTI). Secara rinci, provinsi dan kabupaten/
kota lokasi baseline survey adalah:

Tabel 1. Lokasi Baseline Survey di KTl (Lokasi survei)

1. Sulawesi Selatan

2. Sulawesi Tenggara
3. MNusa Tenggara Barat

4, MNusa Tenggara Timur
5. Maluku

Bone
Parepare
Maros
Tanatoraja
Kota Kendari
Kota Mataram
Lombok Timur
Kabupaten Belu
Kota Ambon

Sumber: Diolah dari data lapangan

Informan dari anggota parlemen perempuan
purposif dengan tetap
mempertimbangkan banyaknya anggota parlemen

perempuan di setiap kabupaten/kota. Jumlah informan

ditentukan secara

anggota parlemen seluruhnya sebanyak 64 orang
yang terdiri atas APP sebanyak 40 orang dan anggota
parlemen laki-laki (APL) sebanyak 24 orang. Data primer

diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

Perempuan dalam Angka

Berdasarkan jumlah, hanya dua daerah dari sembilan
daerah survei yang jumlah APP-nya melampaui kuota
30%, enam daerah lainnya jumlah APP kurang dari 30%.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Anggota Parlemen Kabupaten/Kota Wilayah Survei Periode 2014-2019
Berdasarkan Jenis Kelamin

Maros

Bone

Tana Toraja
Kota Parepare
Kota Mataram
Lombok Timur
Kota Kendari
Belu

1
2
3
4
5
6
T
8
9

Jumlzh

ERBLRREEZE

Kota Ambon 3

80,0 7 20,0 35
86,7 b 133 45
80,0 i 20,0 30
88,0 3 12,0 25
87,5 5 125 A0
95,0 2 40 50
61,9 13 371 35
63,3 11 36,7 0
a8, 6 4 11.4 35
B3 37 i3 323

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2014-2015

.........................
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Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa
parlemen dengan jumlah anggota parlemen terbanyak
adalah di
paling sedikit adalah Kota Parepare, Kabupaten Tana
Toraja, dan Kabupaten Belu.

Kabupaten Lombok Timur, sedangkan yang

Berdasarkan jenis kelamin, anggota parlemen masih
didominasi oleh laki-laki. Secara keseluruhan, dari 325
jumlah anggota parlemen dari sembilan kabupaten/
kota hanya 17,5% APP. Fakta ini secara keseluruhan
menunjukkan keterwakilan perempuan dalam parlemen
tidak mencapai 30%. Keterwakilan minimal 30% APP
hanya dicapai oleh Kota Kendari (37,1%) dan Kabupaten
Belu (36,7%). Artinya, darisembilan kabupaten/kota lokasi
survei, hanya dua daerah yang memiliki keterwakilan
perempuan di atas 30%. Keterwakilan APP terendah ada
di Kabupaten Lombok Timur yang hanya mencapai 4%
dari total 50 anggota parlemen. Kabupaten lainnya yang
keterwakilan APP juga rendah adalah Kota Ambon dan
Kota Parepare, yang masing-masing hanya mencapai
11,4% dan 12,0% dari total anggota parlemennya.

Dari perspektif gender, tabel 2 menunjukkan
adanya ketimpangan yang cukup besar antara APP
dan APL. Meskipun diakui telah terjadi peningkatan
keterwakilan perempuan di parlemen dibandingkan
dengan periode sebelumnya, namun besarannya masih
jauh dibawah 30%, kecuali Kota Kendari dan Kab. Belu.
Rendahnya keterwakilan APP di DPRD merupakan
pertanda masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan
di bidang politik.

Jikadilihatdariaspekkuantitas,jumlah APP padalokasi
survei secara umum mengalami peningkatan di periode
2014-2019 bila dibandingkan pada periode 2009-2014.
Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah
APP adalah Tana Toraja dari tiga menjadi enam orang,
Kota Kendari sembilan menjadi 13 orang, Kota Ambon
dari satu menjadi empat orang, Belu dari tujuh orang
menjadi sebelas orang, dan Mataram dari tiga menjadi
lima orang. Dari sembilan daerah survei hanya Kota
Kendari dan Kabupaten Belu telah mencapai masing-
masing 37% dan 36,7% dari jumlah anggota parlemen
daerahnya. Sementara kabupaten/kota yang mengalami
penurunan jumlah APP adalah Kota Parepare dari empat
menjadi tiga orang, Kabupaten Bone dari delapan orang
menjadi enam orang, dan Lombok Timur dari empat
menjadi dua orang. Artinya target kuota 30% sebenarnya
belum sepenuhnya dicapai.

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah tidak
selalu berbanding lurus dengan efektivitas perjuangan

agenda perempuan dalam kebijakan, sebab Kota

Ambon dan Kota Parepare melahirkan Kebijakan
Publik yang berperspektif perempuan meskipun kedua
wilayah ini mempunyai anggota APP yang lebih sedikit
dibandingkan Kabupaten Belu dan Kota Kendari (lihat
Tabel 2).Inimengingat APP yang ada merupakan anggota
DPRD yang terdepan dalam mendorong dan terlibat aktif
melahirkan Perda tersebut. Inisitif dari anggota parlemen
adalah salah satu faktor yang menentukan bagaimana
sebuah kebijakan diajukan dan diperjuangkan. DPRD
Kota Ambon misalnya telah mengesahkan Raperda yang
merupakan inisiasi dari APP/APL yang sekarang dikenal
sebagai Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan. Demikian juga DPRD Kota Parepare
telah mengesahkan Raperda yang merupakan inisiasi
dari APP/APL yang diberi nama Perda Kota Parepare No.
12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak. Dengan demikian menjadi penting bagi APP untuk
mengetahui dan menjalankan hak inisiatif DPRD dalam
membuat Perda.

Perempuan Parlemen dan Representasi Kepentingan
Perempuan

Jumlah Anggota Parlemen Perempuan baru (APPb)
tercatat sebanyak 40 orang (70%) dari total 57 APP di
lokasi survei, selebihnya 30% adalah Anggota Parlemen
Perempuan petahana(APPp). Meskipun jumlah APPp
relatif kecil, namun secara umum pengetahuan dan
pengalaman di DPRD tentu saja relatif lebih baik
dibandingkan dengan APPb. Hal ini ditunjukkan oleh
beberapa fakta di lapangan, misalnya kemampuan
berdiskusi, kemampuan menyerap dan memahami isu-
isu kemiskinan dan isu perempuan yang berkembang
di masyarakat, dan kemampuan untuk menyerap
aspirasi masyarakat baik dalam bentuk dukungan
anggaran maupun dalam bentuk Perda dan dukungan
pengawasan. Selain itu, APPp memiliki pengalaman yang
cukup banyak terkait dengan birokrasi pemerintahan
sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan
setidaknya cukup dipahami.

Representasi politik perempuan adalah hal yang
penting untuk menjamin terakomodasinya pengalaman
kebutuhan  perempuan kebijakan.
Keterwakilan perempuan menjadi penting, karena
perempuan adalah kategori sosial yang berbeda dari
laki-laki yang memiliki pengalaman dan kebutuhan
yang juga berbeda. Kehadiran APP di lembaga legislatif
menjadi
kelompok perempuan tidak terpinggirkan. Kepentingan
lebih baik disuarakan oleh

dan dalam

penting untuk memastikan kepentingan

perempuan memang
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perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya
mengerti kebutuhan perempuan. Dalam kerangka
demokrasi  yang pandangan
kelompok yang berbeda harus dipertimbangkann dalam
memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan
dibuat (Soetjipto 2005).

representatif, dari

Penetapan kuota sebagai bentuk tindakan afirmatif
adalah upaya untuk mendorong kehadiran perempuan
dalampolitik praktis.Lebihjauh keterwakilantidak sekadar
dalam angka tetapi mencakup praktik keterwakilan
substantif dalam politik. Artinya APP haruslah bertindak
sebagai agen atau pengganti dari kelompok yang
diwakilinya—perempuan. Pitkin dalam bukunya yang
berjudul The Concept of Representation (1967), memaknai
representasi sebagai bertindak berdasarkan kepentingan
yang diwakili, dengan cara tanggap terhadap yang
diwakili tersebut. Artinya peran APP sebagai pihak yang
mewakili kepentingan perempuan memiliki signifikansi
dalam menentukan arah kebijakan yang ramah terhadap
perempuan. APP seharusnya menjadi representatif yang
menghadirkan  kepentingan-kepentingan kelompok
yang tidak hadir, yaitu perempuan.

Peningkatan angka keterwakilan APP di parlemen
diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya
penurunan jumlah penduduk miskin khususnya kaum
perempuan dan penurunan diskriminasi gender di
berbagaibidang pembangunan,serta peningkatan akses
perempuan di seluruh bidang pembangunan. Namun
jelas bukan hanya soal kuantitas yang perlu didorong
peningkatannya, tetapi juga aspek kualitas para APP.

Penguasaan Fungsi DPR

DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka setiap
anggotanya bertanggung jawab dalam menjembatani
kebutuhan dan kepentingan konstituen, pada semua
aspek keputusan politik pembangunan yang dilakukan.
Selayaknya, setiap anggota parlemen harus mampu
menerjemahkan berbagai aspirasi masyarakat pada
semua program pembangunan, termasuk kebijakan
penganggaranyang mendukungnyahinggapengawasan
pelaksanaannya. Namun didalam pelaksanaan fungsi-
fungsi DPRD tentu saja ada masalah yang dihadapi
oleh setiap anggota parlemen serta kebutuhan untuk
memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil survei di sembilan lokasi, dapat
disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh APP
dalam memperjuangkan isu perempuan dan masyarakat

Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia
Ensuring the Women'’s Political Agenda:

A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

miskin kurang lebih sama pada setiap lokasi survei.
Persoalan pertama yang menonjol adalah bahwa
APP (baru maupun petahana) secara umum belum
sepenuhnya bisa memahami dan melaksanakan fungsi-
fungsi legislasi. Terkait fungsi anggaran, beberapa APP
yang merupakan petahana (2009-2014) telah mengetahui
komponen-komponen fungsi anggaran, tetapi belum
menguasainya secara optimal. Sementara secara umum,
APP yang baru masuk di DPRD pasca pemilihan umum
legislatif (pileg) 2014 umumnya tidak memahami dan
mengetahui fungsi anggaran. Sementara untuk fungsi
pengawasan, secara umum APP belum melaksanakan
secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara APP (khususnya APPb),
pada umumnya mereka belum menguasai hal-hal
yang idealnya harus dilakukan oleh seorang anggota
parlemen terkait dengan fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan. Terdapat banyak substansi penting
yang saling terkait antar ketiga fungsi parlemen akan
tetapi belum menjadi perhatian anggota parlemen baik
petahana maupun yang baru.

Rendahnya pengetahuan APP dan APL, baik baru
maupun petahana, dalam hal fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan terungkap pada saat dilakukan
wawancara/dialog ke masing-masing lokasi
Meskipun tidak semua informan APP mengungkapkan
lebih detail substansi setiap elemen fungsi DPRD, namun
dari ungkapan mereka telah menggambarkan kapasitas
mereka dalam penguasaan fungsi-fungsi terlebih
jika dikaitkan dengan isu-isu kemiskinan. Rendahnya
penguasaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

survei.

ditemukan di seluruh lokasi survei sebagaimana

ungkapan salah satu APPp di Kab. Bone dalam kutipan
wawancara berikut:

Saya sudah memasuki periode kedua dalam keanggotaan
DPRD, namun saya merasa belum banyak mengetahui hal-
hal yang terkait dengan tupoksi DPRD termasuk fungsi
legislasi sehingga saya masih membutuhkan banyak
bantuan.

Pernyataan dengan substansi yang sama juga
dikemukakan oleh APPb di seluruh lokasi survei. Salah
satu APPb Kab. Bone, berinisial ASI dalam sebuah
wawancara mengatakan bahwa:

Saya ini masih sangat baru, belum tahu apa-apa ... saya
tahu bahwa ada tiga tupoksi DPRD yaitu legislasi, anggaran
dan pengawasan tetapi saya sendiri belum tahu bagaimana
melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik sehingga saya
harus belajar, belajar dan belajar.
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Pengetahuan dan pemahaman anggota parlemen
terkait ketiga fungsi hanya terbatas pada hal-hal yang
bersifat umum misalnya menyusun Perda, menyusun
dan membahas APBD, mengawasi pelaksanaan Perda
dan pelaksanaan program. Keterbatasan pengetahuan
tentang substansi dalam setiap fungsi DPRD akan
memengaruhi  keberanian
pendapat karena takut salah, malu, dan sebagainya.

dalam mengemukakan

Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh APP khususnya
APPbD terpilih, ditemukan bahwa masalah yang dihadapi
oleh APPb untuk memperjuangkan hak-hak perempuan
dan kemiskinan adalah kurang percaya diri dalam
mengemukakan pendapat khususnya pada forum formal
misalnya sidang, rapat, dan diskusi formal baik di tingkat
fraksi, komisi, maupun pada sidang paripurna. Minimnya
pemahaman terhadap tiga fungsi ini berdampak
pada rendahnya tingkat kepercayaan diri APPb untuk
terlibat dalam pembahasan isu dan masalah sosial
kemasyarakatan termasuk isu kemiskinan (perempuan
miskin) dan isu gender.

Masalah yang terkait dengan kurang percaya diri
terjadi pada APPb, salah satunya dialami oleh APPb di
Kota Parepare. APPb tersebut mengemukakan bahwa
pada setiap kali rapat terkadang belum percaya diri
dalam menyampaikan pendapat, terutama jika rapat
tersebut dilakukan bersama dengan APL. Hal ini
menunjukkan bahwa APP merasa terintimidasi atau
belum dapat berkomunikasi secara setara dengan APL.
Masalah kurang percaya diri juga terungkap oleh APPb
di Kota Mataram, dan beberapa APPb lainnya di lokasi

survei. Meskipun demikian, APP memiliki kesadaran akan
keterbatasannya dan keinginan yang cukup besar untuk
terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya harapan dari para APP
untuk diadakan pelatihan khusus bagi APP.

Masalah kurangnya rasa percaya diri tidak hanya
disebabkan oleh kurangnya penguasaan atas substansi
dari ketiga fungsi. Latar belakang dari APP juga
memengaruhi tingkat kepercayaan diri APP, misalnya:
kurangnya
pengalaman dan pengetahuan di bidang politik, tingkat
pendidikan, dan riwayat pekerjaan sebelumnya. Data
penelitian menunjukkan bahwa beberapa anggota
parlemen mempunyai riwayat pekerjaan sebagai
pengusaha dan ibu rumah tangga. Sementara ituy,
dari jenjang pendidikan juga ditemukan beberapa
diantaranya hanya tamat SMA/sederajat. Dari sisi tingkat
pendidikan, hanya 16,5% APP yang bergelar sarjana
dibandingkan APL yang mencapai 83,5%. Bahkan
anggota parlemen yang menamatkan pendidikan
hingga pascasarjana semuanya adalah laki-laki. Artinya
ada sejumlah hambatan kultural yang menjadi faktor
belum optimalnya kerja APP di legislatif.

pengalaman  berorganisasi, minimnya

Pemahaman APP tentang Fungsi DPR Terkait Isu
Perempuan dan Kemiskinan

Berdasarkan temuan lapangan persoalan perempuan
di sembilan daerah KTl dapat diklasifikasikan sebagai
berikut sebagaimana tertuang pada tabel 3.
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Tabel 3. Masalah yang Menonjol di Kabupaten/Kota Lokasi Survei

Bone Kemiskinan, perceraian Ideologi, BMP-llegal & tidak Pendarahan Kekerasan suami
(tetapi terlatih setelah terhadap istri
sudah mulai melahirkan (terkait dengan
menurun) kemiskinan)

Maros o |dentifikasi Cuti kerja - Pemahaman -

masyarakat miskin terhadap TK terhadap

belum dilakukan Perempuan perlindungan

secaramaksimal belum kesehatanibu,
e PengelolaanTambang disesuaikan anakdanbayi

secarailegal dengan masih terbatas
e Banjir pada wilayah kebutuhan

persawahan berakibat

gagal panen
o AksespelakuusahaRT

yang terbatas terhadap

modaldan

pendampingan usaha

Tana e Pemerkosaananak Kesejahteraan BMP di  AIDs

Toraja o Narkoba Batam

Parepare  perempuan marginal Trafficking

Belu e Belum e Perdagangan - Kekerasan

memberi orang ke luar dalam RT oleh
kesempatan wilayah untuk kepala RT
yang setara dipekerjakan kepada istri
kepada e Perekrutan
perempuan dan
untuk bekerja penyaluran
non domestik TK belum
e Kesempatan dilakukan
kerja yang secara
belum setara melembaga
atau masih
ilegal

Kendari  HIV AIDS - - Kesehatan -

reproduksi

Lombok Kemiskinan, Pernikahan Perspektif Islam Tidak semua BMP  Kematian ibu nifas  KDRT karena

Timur anak terlatih merasa membeli

perempuan

Ambon e HIV AIDS - - - KDRT

e Pelecehan seksual
terhadap anak

Mataram e Perempuan janda Gaji Pekerjarumah - - -

miskin Tangga

o Akses masyarakat
miskin pelayanan
kesehatan

e Perempuan buruh di

pasar tradisional
Sumber: Diolah dari data primer

.......................
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Penguasaan fungsi DPR terkait isu kemiskinan dan
ketimpangan gender dalam penelitian ini dikerucutkan
dalam 5 tema besar Program MAMPU yaitu (i)
Meningkatkan akses perempuan terhadap program
perlindungan sosial pemerintah. (ii) Meningkatkan
akses perempuan pada pekerjaan serta menghapuskan
diskriminasi di tempat kerja. (iii) Memperbaiki kondisi
untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.
(iv) Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam
meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi
dan (v) Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam
mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Mengacu pada Soeharto (2006), perlindungan sosial
dalam arti luas didefinisikan sebagai segala inisiatif
baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta,
maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan
transfer pendapatan atau konsumsi orang miskin,
melindungi kelompok rentan terhadap risiko (livelihood),
meningkatkan status dan hak-hak sosial kelompok-
kelompokyang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.
Sejauh ini, APPb dan APLb belum banyak mengetahui
informasi peraturan daerah yang secara spesifik terkait
dengan masalah atau kepentingan perempuan dan
masyarakat miskin. Walaupun demikian, jika dikaitkan
dengan “masalah perempuan” dan “kemiskinan” atau
kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota,
ternyata secara tidak langsung pikiran-pikiran APPb dan
APLb telah menyentuh fungsi legislasi. Hal ini diketahui
dari hasil wawancara mendalam dengan APP.

Sebagai contoh adalah di Kabupaten Bone,
pemahaman mengenai tiga fungsi legislatif masih belum
memadai, tetapi telah ada kesadaran dan keberpihakan
pada kepentingan perempuan. APPb Kabupaten
Bone, ASI misalnya, ketika dia mendengar di wilayah
konstituennya banyak terjadi kasus kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), ia memikirkan untuk mengusulkan
suatu aturan yang intinya memuat perlunya pendataan
kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bone, dan perlunya

sanksi bagi pelaku KDRT .

Di dapil saya, banyak kasus KDRT tetapi pada umumnya
mereka bungkam karena mereka malu menceritakan
rahasia keluarga yang sangat pribadi. Nanti mereka
terbuka ketika mereka “dikorek-korek” itupun masih sangat
malu untuk menceritakannya ... Kasus KDRT di Kab. Bone
hampir terjadi pada semua dapil periode 2014-2019,
penyebabnya “cenderung” terkait dengan kemiskinan
keluarga. (ASI, wawancara)

Kasus KDRT di Kabupaten Bone umumnya terkait
dengan kondisi kemiskinan, sedangkan kasus perceraian

pada umumnya disebabkan oleh pernikahan anak.
Merespons kasus perceraian yang disebabkan oleh
pernikahan anak, APP dan APL Kabupaten Bone
sama-sama terinspirasi untuk menegakkan aturan
atau undang-undang pernikahan. Sedangkan untuk
merespons masalah kesehatan reproduksi yang terkait
dengan sulitnya wilayah untuk diakses, APPb dan APLb
memikirkan ide untuk memperjuangkan pembangunan
infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Persoalan lain yang
menjadi tantangan di Kabupaten Bone adalah pekerja
migran perempuan ilegal. Kebanyakan Buruh Migran
Perempuan (BMP) tidak mengikuti prosedur secara benar,
dengan alasan biaya untuk mengikuti prosedur migrasi
tenagakerja ke luar negeri cukup tinggi. Ketika ditanyakan
tentang kasus tersebut, salah satu APP menyatakan
bahwa dirinya memikirkan untuk memperjuangkan
peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur
pelaksanaan Buruh Migran Indonesia (BMI), (termasuk
didalamnya pelatihan/pembekalan) agar
BMI yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan pada
umumnya dan Kabupaten Bone khususnya, benar-
benar mempersiapkan diri sebelum ke luar dan dapat
terlindungi di wilayah kerjanya masing-masing.

memberi

Jika penguasaan APP terhadap fungsi legislasi yang
dikaitkan dengan 5 area tematik Program MAMPU,
maka akan terlihat bahwa APP telah mempunyai
pemikiran dan harapan untuk memberikan kontribusi
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, baik pada periode
sebelumnya (2009-2014) maupun ke depan. APP
sangat mendukung adanya legislasi, namun sebagian
besar tidak percaya diri, sehingga dalam pembahasan-
pembahasan pembuatan kebijakan mereka tidak begitu
berani menyampaikan pandangannya. Dalam rangka
mendukung peran dan fungsi APP melahirkan legislasi,
sebagian APP telah mengikuti berbagai kegiatan
pengembangan kapasitas, baik yang difasilitasi partai
maupun pemerintah. Namun demikian, APP mengatakan
bahwa kegiatan pengembagan kapasitas yang telah
diperoleh sangat kurang untuk mendukung tugas dan
fungsi mereka.

Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema
Program MAMPU Dikaitkan dengan Tiga Fungsi DPRD

Dikaitkan dengan limaisu MAMPU dalam pelaksanaan
fungsi legislasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota
parlemen di sembilan kabupaten/kota dapat dilihat pada
Tabel 4 berikut.
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Tabel 4 Penguasaan AnggotaParlementerhadapLlimaTemaProgram MAMPU dikaitkandengan Fungsi Legislasi

Sumber: Tim Peneliti, Data diolah (2014)
\/ = ada penguasaan terkait dengan fungsi legislasi; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi legislasi

Pada Tabel 4 terlihat bahwa baik APPp maupun
APPD, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan
kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi di
sembilan kabupaten/kota di periode sebelumnya
maupun pada periode lima tahun ke depan. Keberadaan
APP sangat penting dalam memastikan agenda politik
perempuan diperjuangkan, persoalannya penguasaan
terhadap fungsi legislatif masih amat rendah. Hal ini
berdampak pula pada sikap tidak percaya diri para
APP.  Selain persoalan latar belakang dan budaya,
ketidakpahaman penguasaan fungsi juga menjadi alasan
rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembahasan
kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, penguatan

kapasitas terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi
masih sangat dibutuhkan oleh APP. Selama ini mereka
mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kapasitas,
substansi yang diperoleh sangat umum dan belum
dilakukan secara spesifik sesuai tugas dan fungsi mereka.
Dengan demikian kegiatan pengembangan kapasitas
yang diberikan pada APP belum mencukupi untuk
mendukung tugas dan fungsi mereka.

Selanjutnya, dikaitkan dengan lima isu MAMPU
dalam pelaksanaan fungsi anggaran kegiatan yang telah
dan akan dilakukan oleh anggota parlemen di sembilan
lokasi survei dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema Program MAMPU dikaitkan dengan fungsi Anggaran

ema MAMPLU Maros Belu

Toraja

Kendari

Bone Lotim Pare- Mata- Ambon

Kesejahteraan v v v ]

pare ram

Kekerasan dalam rumah - - v -
tangga

Sumber: Tim Peneliti, data diolah (2014)
+/ = ada penguasaan terkait fungsi anggaran; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi anggaran

Pada tabel di atas, terlihat bahwa baik APPp maupun
APPD, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan
kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran
di sembilan periode sebelumnya
maupun pada periode lima tahun ke depan. Kontribusi
yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi
anggaran adalah berupaya untuk mengalokasikan
anggaran, khususnya pada dinas-dinas terkait agar

lokasi survei di

berbagai program atau kegiatan yang terkait dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan
akses perempuan di berbagai bidang, perlindungan BMP,
peningkatan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan
ibu, bayi dan anak serta upaya untuk menekan tingkat
KDRT dapat direalisasikan.

Meskipun pelaksanaan fungsi anggaran belum
tampak atau belum dapat terukur pada periode

.........................
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keanggotaan 2014-2019, namun anggota parlemen
baru (baik laki-laki maupun perempuan) telah berinisiatif
untuk memperjuangkan kebijakan atau program-
program yang pro perempuan dan pro-poor. Secara
tidak langsung, kegiatan yang direncanakan oleh APPb
dan APLb terkait dengan fungsi anggaran antara lain
masalah kesehatan reproduksi, BMI secara umum dan
Buruh migran perempuan khususnya, serta masalah
kemiskinan.

Terkait masalah BMI secara umum dan Buruh migran
perempuan khususnya, salah satu APP menyatakan telah
memikirkan tentang perlunya alokasi anggaran untuk
kegiatan peningkatan kapasitas calon BMI, termasuk
alokasianggaran untuk kegiatan pelatihan secara berkala.
Diharapkan calon BMI betul-betul mempersiapkan diri,
baik dalam hal persiapan administrasi dan mental untuk
bekerja maupun dalam berhubungan dengan orang lain
yang ada di sekitarnya, sebagaimana disampaikan oleh
salah seorang APLDb, berinisial AS berikut:

Di Kab. Bone ini banyak kasus tenaga kerja yang keluar
negeri baik laki-laki maupun perempuan konon
kabarnya di bodoin di tempat kerjanya...bahkan pernah
ada kasus yang meninggal tapi kita tidak bisa berbuat
apa-apa karena pada umumnya mereka berangkat secara
ilegal ... sehingga saya terinspirasi untuk membangun
sarana pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja
... dengan harapan agar tidak ada lagi BMI baik laki-laki
maupun perempuan dari Kab. Bone yang meninggalkan
kampungnya jika dianggap belum siap. (AS, wawancara)

Gagasan tentang penganggaran yang
memertimbangkan kesejahteraan dan hak perempuan
tampak telah muncul pada APPb dan APLb sejak
mereka melaksanakan sosialisasi sebagai calon legislatif.
Namun karena umur keanggotaan masih muda, maka
tindak lanjut dari pemikiran tersebut belum jelas
implementasinya. Tantangan terkait fungsi anggaran
adalah anggota parlemen baru belum mengetahui pihak-
pihak atau SKPD yang menjadi mitra kerjanya; mereka
juga belum memahami perbedaan ranah eksekutif
(SKPD) dan ranah legislatif (DPRD) dalam kaitannya
dengan fungsi anggaran.

Lebih jauh, ketidakpahaman mengenai perbedaan
ranah eksekutif dan legislatif dalam kaitan terhadap
fungsi anggaran bukan hanya dialami oleh anggota
legislatif baru, tetapi juga dialami oleh anggota parlemen
petahana.Implikasi dari perbedaan pemahaman tersebut
berdampak pada cara bagaimana tiap anggota legislatif
menangani persoalan terkait isu kesejahteraan dan isu
gender. Penguasaan yang baik tentang fungsi anggaran
dalam kerangka MAMPU akan mendorong lahirnya
kebijakan yang mendorong pemenuhan hak perempuan
atas lima area tematik tersebut diatas.

Terakhir, dikaitkan dengan lima isu MAMPU dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dijelaskan
sebelumnya, kegiatan yang telah dan akan dilakukan
oleh anggota parlemen di sembilan kabupaten/kota
dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Program MAMPU Dikaitkan dengan Fungsi Pengawasan

Kesejahteraan v v v v
Masyarakat _ _ B
Akses perempuan/ v ¥ v v

menghapus diskriminasi
Tenaga kerja wanita - - - -

Kesehatandan v v - w
kesehatan reproduksi

Kekerasan dalam rumah - 4l v v
tangga

v - v v -
v - o v -
v &' = “ W
v - - v v

Sumber: Tim Peneliti, data diolah (2014)
+/ = ada penguasaan terkait fungsi pengawasan; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi pengawasan

Pada Tabel 6 terlihat bahwa baik APPp maupun
APPD, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan
kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan
di sembilan kabupaten/kota di periode sebelumnya
maupun pada periode lima tahun ke depan. Kontribusi
yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi

pengawasan adalah berupaya untuk mengawasi
kembali segala bentuk program atau kegiatan yang telah
direncanakan dalam perencanaan daerah, dan melihat
kesesuaiannya dengan anggaran yang telah dialokasikan
dalam APBD. Dari data survei dan wawancara tentang
pemahaman fungsi pengawasan diketahui bahwa APP
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belum memiliki gagasan tentang rekabayang mengenai
kebijakan terkaitisu kesejahteraan danisu gender, kecuali
Kota Mataram, dalam merespons kasus KDRT, APP akan
membuka kotak saran untuk menerima pengaduan dari
masyarakat/perempuan yang mengalami kasus KDRT.

Relasi APP dengan Organisasi Eksternal DPR

Persoalan lain yang dihadapi oleh APP adalah
keterhubungan dengan lembaga-lembaga
eksternal DPRD seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan kaukus perempuan. Masih kurangnya sinergi
antara APP dengan organisasi eksternal DPR, khususnya

mereka

Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia
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kaukus perempuan dan LSM berdampak pada kurangnya
pengembangan kapasitas mereka terkait isu kemiskinan
dan ketimpangan gender. Hal ini disebabkan oleh
banyak faktor antara lain: usia keanggotaannya di DPRD
masih relatif baru sehingga belum banyak kegiatan di
DPRD, belum terbentuk alat kelengkapan dewan, kaukus
perempuan di kabupaten/kota pada umumnya belum
terbentuk, dan lain sebagainya.

Tabel 7 memperlihatkan ada tidaknya hubungan yang
terjalin antara APP dengan lembaga-lembaga eksternal
DPRD pada sembilan lokasi survei. Hubungan antara
APP dengan LSM dan Kaukus Perempuan belum semua
terbentuk di lokasi survei, atau masih sangat terbatas.

Tabel 7.MatriksHubungan antara APP,KaukusPerempuan dan LSM

Kabupaten/Kota Kaukus LSM
Perempuan

Bone - '
Maros W Vp
Parepare Vp Vp
Tana Tﬁrﬂj_a - -
Kendari W v
Lombok Timur - i
Mataram - vl
Ambon Vp v
Belu - v

Sumber: Hasil survei, diolah 2014-2015
Ket:v=adahubungan untuk semua APP; -=tidak ada hubungan semua APP; v/p=hanyaada hubungan bagi APPp
(Anggota Parlemen Perempuan petahana)

Organisasi paling terkait dengan anggota parlemen
perempuan idealnya adalah Kaukus Perempuan
Parlemen dan Kaukus Perempuan Politik yang dibentuk
secara terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai pada
tingkat kabupaten/kota. Kedua organisasi ini diharapkan
saling bersinergi dalam rangka memberi dukungan
“peningkatan kapasitas” bagi setiap anggota parlemen
perempuan. Kaukus Perempuan Politik merupakan
wadah aktivitas perempuan lintas partai politik, LSM
dan Organisasi Masyarakat (ormas) yang bertujuan
untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Interaksi antara APP dengan kaukus perempuan
sangat ditentukan oleh tiga hal: (i) Ada tidaknya Kaukus
Perempuan di wilayah masing-masing, (i) keaktifan
kaukus perempuan, (iii) Sejauh apa kaukus memberikan
manfaat dan menarik minat APP. Hasil
menunjukkan bahwa hampir seluruh lokasi survei belum
terbentuk kaukus perempuan baik kaukus perempuan di

survei

partai maupun kaukus perempuan di parlemen. Hanya
di Tana Toraja telah terbentuk kaukus perempuan Partai
Golkar.

Di Kota Mataram, Kabupaten Bone dan Kabupaten
Belu istilah kaukus perempuan tidak dikenal. Hal ini
disebabkan belum terbentuknya kaukus di sebagian
Namun demikian, ditemukan

fakta menarik bahwa terdapat APP yang telah menjalin

besar lokasi penelitian.

hubungan dengan kaukus perempuan, meskipun di
daerahnya belum ada kaukus perempuan. Temuan ini
terjadi pada APP dari Kota Ambon, Kota Parepare, dan
Kota Kendari. Hal ini mengindikasikan bahwa APP yang
bersangkutan telah mengetahui dan memahami arti
pentingnya keberadaan kaukus perempuan terutama
APPp. Di Kota Ambon, salah seorang APPp menyatakan
bahwa, “... Kaukus perempuan politik merupakan salah
satu wadah yang bermanfaat untuk sharing informasi,
disamping untuk memperkuat kapasitas APP, juga untuk
mendiskusikan atau menyuarakan isu-isu perempuan...”
(Wawancara, 10 Februari 2015).
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Lebih lanjut APPp menyatakan bahwa "Kaukus
Perempuan Politik” periode yang lalu sangat bermanfaat
bagi dirinya, karena kaukus menjadi wadah pertemuan
untuk para APP dapat saling memberi masukan, terutama
bila pertemuan dilakukan pada tingkat provinsi atau
nasional. APPb berharap agar kaukus ada ditingkat kota
dan bukan hanya di tingkat provinsi. Responden dari
Kota Parepare dan Kota Kendari juga menyatakan hal
serupa bahwa kaukus perempuan menjadi wadah yang
penting bagi APP karena disana terjadi sirkulasi informasi
tentang isu perempuan dan juga informasi tentang
praktik implementasi kegiatan di tiap kabupaten/kota.

Pada
Perempuan, diketahuibahwalembaga tersebut tidak aktif
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah
organisasi. Selain itu didapatkan fakta bahwa: (i) Masih
banyak APP khususnya APPb terpilih tidak mengetahui
atau baru mengetahui istilah kaukus perempuan. (ii)
Pada umumnya APPp telah aktif berbagi informasi
tentang isu perempuan pada kaukus perempuan di
partai politik, namun bentuk interaksi antara APPp
dengan kaukus perempuan politik pada umumnya
berupa diskusi. Tidak ada informasi yang terkait dengan
penguatan kapasitas APP dalam bentuk pelatihan
dan semacamnya. Salah satu wadah yang diharapkan
membantu APP adalah keberadaan Kaukus Perempuan
Politik dan Parlemen. Kaukus perlu dipandang sebagai
peluang untuk akselerasi kapasitas APP, khususnya APP
dengan pengalaman politik yang minim atau bahkan
tidak ada, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta
minimnya pengalaman berorganisasi. Kaukus adalah
sebuah kesempatan untuk memberdayakan APP.Dengan
demikian, dalam upaya memberdayakan APP, menjadi
penting agar semua kabupaten/kota membentuk kaukus
perempuan dan secara aktif berinteraksi dengan APP,
serta mengaktifkan kembali kaukus perempuan yang
selama ini tidak aktif.

lokasi penelitian yang telah ada Kaukus

Selain Kaukus Perempuan, LSM adalah organisasi
yang penting bagi peningkatan kapasitas dan efektivitas
kerja para APP. Dalam upaya pengentasan kemiskinan
dan ketimpangan gender, peran LSM menjadi penting,
karena LSM membantu APP memperoleh data dan
informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh
masyarakat termasuk masalah akses perempuan miskin
terhadap perlindungan sosial, akses terhadap bantuan
raskin, dan akses dalam memperoleh layanan kesehatan.
LSM berperan dalam menyirkulasikan data yang sangat
dibutuhkan APP dalam pelaksanaan tiga jenis tugas APP.
LSM dapat berperan dalam peningkatan kapasitas APP
dalam memberikan perhatian kepada perempuan dan

masyarakat miskin, karena LSM bekerja di akar rumput
dan dapat memberikan informasi kepada para APP
tentang persoalan dan kebutuhan konstituen khususnya
perempuan. LSM adalah penghubung antara APP
dengan masyarakat.

Sebagai contoh di Kota Mataram, APP telah
mengetahui informasi tentang masalah kemiskinan
dan isu sosial lainnya di Kota Mataram melalui kegiatan
workshop yang dilakukan oleh salah satu LSM lokal.
Contoh lain, APP di Kabupaten Bone telah mengetahui
informasi tentang pentingnya Anggaran Berbasis Gender
yang diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan
(LPP). Terkait dengan pengembangan kapasitas APP di
Kabupaten Bone, APPp telah mengakui bahwa Yayasan
BaKTl melalui Program MAMPU telah memberikan
kontribusi yang cukup signifikan, yaituLPP Kabupaten
Bone dan Yayasan BaKTl telah menyelenggarakan
beberapa kali pertemuan (diskusi dan bimbingan
teknis (Bimtek) untuk meningkatkan penguasaan APP
terhadap persoalan perempuan dan kemiskinan serta
cara membaca anggaran dengan cepat. Di Kota Parepare
hubungan antara LSM dengan APP bervariasi. Interaksi
APPp dengan LSM cukup baik, termasuk dengan
organisasi perempuan. Di Kabupaten Lombok Timur
hubungan APP dengan LSM Tifa telah terjalin dengan
baik. Keduanya bersinergi melalui program pemerintah
yang sudah ada, dimana APP bekerja sama dengan LSM
Tifa untuk membantu memberdayakan masyarakat
marginal di Lombok Timur. Relasi baik antara APP dengan
LSM juga ditemukan di Kota Kendari, Kota Ambon dan
Kota Mataram.
sama dengan LSM Program MAMPU telah memperluas
wawasan mereka tentang gender, HAM dan kemiskinan.
Sementara APP Di Kabupaten Tana Toraja sejauh ini
belum pernah berinteraksi dengan LSM.

Menurut para responden, bekerja

LSM sebagai salah satu organisasi eksternal telah
membantu proses penguatan kapasitas kerja para
APP. LSM, dalam hal ini BaKTl dan mitranya dalam
Program MAMPU, memperkuat APP atau APL mengenai
perspektif gender dan feminis. Semua APP di wilayah
program ditargetkan, sedangkan APL hanya untuk
individu-individu yang dianggap mempunyai pengaruh
dan mendukung perspektif gender dan feminis dalam
mendorong kebijakan publik. APL inilah yang disebut
sebagai champion. Semua wilayah program diharapkan
kebijakan  publik yang mendukung
kesejahteraan dan mendorong keadilan gender. Untuk
memastikan tercapainya tujuan tersebut, perlu untuk
kebijakan sejak diajukan hingga
tahap implementasi dan memastikan manfaatnya bagi

melahirkan

terus mengawal

masyarakat, terutama perempuan.
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Pemberdayaan kapasitas yang dilakukan oleh
LSM terbukti menghasilkan capaian yang baik. APP/
APPL di Kota Ambon dan Kota Parepare misalnya telah
melahirkan Kebijakan Publik yang berperspektif feminis.
Kedua wilayah ini dipilih menjadi mitra Mampu-BaKTI
karena mempunyai anggota APP yang lebih sedikit
dibandingkan Kabupaten Belu dan Kota Kendari (lihat
Tabel 2). Meskipun rendah secara kuantitas, APP yang ada
adalah anggota DPRD terdepan dalam mendorong dan
terlibat aktif melahirkan Perda sensitif gender. Semua
wilayah yang diteliti diharapkan melahirkan kebijakan
publik yang berperspektif feminis dan memperjuangkan
kepentingan perempuan miskin.

Capaian  penting lainnya terkait kerjasama
APP dengan LSM adalah DPRD Kota Ambon telah
mengesahkan Ranperda yang merupakan inisiasi dari
APP/APL yaitu Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan. Demikian juga DPRD Kota
Parepare telah mengesahkan Raperda yang merupakan
inisiasi dari APP/APL yaitu Perda Kota Parepare No. 12
Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya mendorong kebijakan untuk melindungi
perempuan dan anak di dua daerah tersebut sebenarnya
bukanlah hal baru. Sebelum Program MAMPU yang
dilaksanakan oleh BaKTI, telah ada upaya-upaya
untuk melahirkan Perda Pemberdayaan/Perlindungan
Perempuan dan anak. Upaya tersebut selalu terhenti
karena tidak mendapat respon dari DPRD dan eksekutif,
dan juga tidak mendapat dukungan yang kuat dari
masyarakat sipil.  Artinya penting untuk dilakukan
sejumlah penguatan terutama mengubah kesadaran
APP dan APL yang semula patriarkis menjadi feminis.
Sudah umum diketahui bahwa cara berpikir dan
bertindak APP/APL sangat patriarkis dan bias gender.
Penguatan yang dilakukan adalah dengan cara memberi
pengetahuan baru mengenai Hak Asasi Manusia (HAM),
feminis, gender, dan kemiskinan. Pengetahuan tersebut
diharapkan mengubah perspektif dan sikap para APP
dan APL untuk lebih responsif gender, atau setidaknya
mereka tidak menghambat kebijakan atau program yang
feminis dan memihak orang miskin. Penguatan APP/APL
dengan demikian menjadi amat penting dalam upaya
mendorong lahirnya kebijakan yang feminis/responsif
gender dan memihak pada masyarakat miskin (yang
sebagian besar adalah perempuan).

Interaksi antar APP dan LSM tampaknya telah berjalan
cukup baik, namun diakui pula bahwa masih ada lokasi
survei yang APP-nya belum menjalin kerja sama dengan
LSM khususnya bagi APPb terpilih seperti yang terjadi
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di Maros, Kota Parepare dan Tana Toraja. Di lokasi
tersebut, interaksi LSM dengan APP sebatas pada APPp.
Melihat pentingnya kontribusi LSM dalam mengawal isu
kesejahteraan perempuan dan keadilan gender, maka
relasi antara APP dengan LSM perlu disinergikan. LSM
perlu dipandang sebagai lembaga mitra yang dapat
mendukung program dan kegiatan anggota parlemen
perempuan. Sinergitas yang baik antara LSM Perempuan
dengan APP perlu ditindaklanjuti untuk mendorong
lahirnya kebijakan publik yang berperpektif feminis dan
memastikan agenda politik perempuan terselenggara.

Representasi Politik Perempuan

Jumlah APP pada lokasi survei secara umum memang
mengalami peningkatan pada periode ini dibandingkan
pada periode sebelumnya, meskipun hanya dua daerah
yang mencapai kuota sebesar 30%. Namun peningkatan
jumlah tanpa
perspektif gender pada akhirnya tidak akan membawa
kebijakan ke arah keadilan. Jangan sampai model
representasi yang diberlakukan sekadar representasi
yang berdasarkan kesamaan jenis kelamin dan bukan
menyoal komitmen terhadap agenda politik perempuan.
Sejumlah pemberdayaan yang telah dilakukan oleh
eksternal partai khususnya kaukus perempuan dan LSM
sebenarnya adalah upaya penting dalam mengawal
lahirnya kebijakan berperspektif feminis. Melalui interaksi
dan sinergi pihak-pihak tersebutlah substansi tentang
keadilan dan kesetaraan diproduksi.

disertai peningkatan kualitas dan

Mengacu pada konsep Pitkin (1967), representasi
dapat dimaknai sebagai
Repesentasi dimaknai sebagai aktivitas menghadirkan
suara, opini dan perspektif konstituen “hadir” dalam
proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik
terjadi saat aktor-aktor politik berbicara, mengadvokasi,
disimbolisasi dan bertindak atas nama orang lain (yang
diwakilkan) di dalam arena politik. Dengan kata lain
representasi politik adalah sebuah bentuk bantuan
politik. Sistem representasi sebenarnya membuka ruang
konversasi, karena dalam sistem inilah suara kelompok
marginal, seperti perempuan mendapat ruang untuk
disuarakan. Oleh karena itulah peran APP sebagai
representatif konstituen sesungguhnya memegang
posisi amat penting sehingga perlu diperhatian dan
diberdayakan.

“menghadirkan kembali”.

Pemahaman dan penguasaan atas tupoksi dan
keberpihakan para APP menentukan arah kebijakan,
berdampak pada sejauh apa kepentingan perempuan
sungguh disuarakan dalam pengambilan kebijakan
publik. Keberpihakan dan keterikatan APP terhadap
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konstituennya menjadihal yang penting dalam menjamin
lahirnya kebijakan yang membawa aspirasi perempuan.
APP seharusnya berbicara, mengadvokasi, mewakili dan
bertindak demi kelompok lain yang diwakilinya dalam
arena politik. Namun faktanya, pada sembilan daerah
penelitian diketahui bahwa APP mengalami hambatan
dalam hal rasa percaya diri, merasa terintimidasi dalam
forum pembahasan kebijakan, kurangnya relasi dengan
LSM dan kurang penguasaan atas fungsi legislasi dan isu
perempuan dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan
inilah yang membuat fungsi tersebut tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengawal lahirnya kebijakan berperspektif
feminis, sesuai dengan kebutuhan, dan juga untuk
mendorong peningkatankualitas APP,salahsatuupayanya
adalah pemanfaatan reses anggota dewan. Reses menjadi
penting dan efektif, baik untuk kepentingan anggota
dewan maupun untuk menjembatani kebutuhan dan
kepentingan konstituen. Yayasan BaKTIl dalam Program
MAMPU, telah mengembangkan dan mengujicobakan
reses partisipatif dengan anggota DPRD Kota Parepare,
Kota Ambon, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur,
Kota Kendari, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja,
dan Kabupaten Belu.

Reses Partisipatif dilakukan oleh mitra-mitra LSM
dengan semangat mencegah dominasi dan mendorong
hadirnya suara yang selama ini absen. Model diskusi
kelompok atau diskusi kelompok terfokus adalah
model partisipatif yang memberi peluang yang sama
kepada semua peserta untuk menyampaikan usulan
atau pendapatnya. Bagi para APP, upaya pemberdayaan
partisipatif
beberapa manfaat antara lain: anggota dewan menjadi
lebih fokus dalam berkomunikasi dengan konstituen
terutama
pembangunan di daerah serta anggarannya; reses
partisipatif juga adalah upaya untuk mendekatkan
APP dengan konstituen; reses partisipatif mendorong
inklusivitas karena dalam kegiatan ini berbagai kelompok
dan kepentingan minoritas dihadirkan. Pemberdayaan
melalui reses juga menjadi pembelajaran yang efektif
bagi APP untuk semakin meningkatkan kapasitas.

melalui reses setidaknya memberikan

dalam menjelaskan mengenai prioritas

Bagi para konstituen reses partisipatif memberikan
manfaat antara lain: konstituen mengetahui upaya
yang dilakukan representatifnya, konstituen merasa
memiliki program/kegiatan pembangunan, konstituen
proses pembangunan, kelompok
kepentingan yang dilibatkan menjadi lebih beragam,
artinya reses partisipatif juga memberi akses kepada
perempuan, masyarakat miskin, anak, dan kelompok

ikut mengawasi

marginal menjadi peserta reses dan mencegah terjadinya
dominasi. Reses partisipatif adalah upaya yang perlu
dilakukan untuk mendorong representasi substantif.
Artinya keterkaitan bahkan ikatan antara yang mewakili
dan yang diwakili harus dipelihara dan diperkuat.

Pihak yang mewakili dapat dikatakan benar-benar
menghadirkan kembali pihak yang diwakilkan lewat
keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan
yang diwakili. Hal ini dapat ditilik dari keluaran atau hasil
kebijakan yang diusung oleh representatif (Irwansyah
2013, h. 75). Upaya intervensi dan pemberdayaan APP
dilakukan dalam upaya memastikan cita-cita kebijakan
afirmatif untuk mendorong politik yang inklusif, politik
yang membawa agenda perempuan terwujud. Survei
dan wawancara mendalam telah menunjukkan bahwa
kesadaran mengenaiisu-isu perempuan telah ada, begitu
juga semangat keberpihakan, meskipun semuanya
belum maksimal karena berbagai keterbatasan. Untuk
itulah perlu terus dilakukan pemberdayaan dan
pengawalan atas kerja-kerja APP. Reses partisipatif perlu
dipahami sebagai salah satu upaya untuk mendorong
peningkatan pemahaman dan keberpihakan APP pada
agenda politik perempuan. Agenda utamanya adalah

melahirkan kebijakan yang berperspektif feminis

yang mengakomodasi kepentingan perempuan.
Reses partisipatif merupakan salah satu jalan untuk
mendekatkan politik Indonesia pada representasi
substantif.
Penutup

APP yang duduk di DPRD di Kawasan Timur Indonesia
jumlahnya sangat terbatas. APP menjadi minoritas
di parlemen yang didominasi oleh jenis kelamin laki-
laki dan cara berpikir laki-laki. Di samping minoritas,
kapasitas APP sebagai wakil rakyat dan anggota DPRD
jauh dibawah ekspektasi.
wawancara mendalam yang dilakukan di sembilan
wilayah penelitian, ada sejumlah persoalan yang dialami

Berdasarkan survei dan

oleh APP dalam menjalankan fungsinya yaitu; kurangnya
pemahaman akan tugas dan fungsi legislasi, kurangnya
rasa percaya diri dan lemahnya kapasitas public
speaking, masih rendahnya pemahaman mengenai
isu perempuan dan belum maksimalnya sinergi antara
APP dengan lembaga-lembaga yang berfokus pada isu
perempuan yaitu LSM dan kaukus perempuan. Dalam
upaya memperkuat kapasitas APP maka penting untuk
dilakukan beberapa tindakan intervensi antara lain:
peningkatan kapasitas APP dan APL melalui pelatihan,
bimbingan teknis, workshop tentang pemahaman
substansi baik fungsi legislasi, anggaran, maupun fungsi
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pengawasan; peningkatan kapasitas melalui pelatihan
public speaking untuk mengatasi rasa kurang percaya
diri dalam mengungkapkan atau menyampaikan aspirasi
masyarakat di DPRD; pelatihan kepemimpinan politik
agar setiap calon anggota parlemen sudah mempunyai
pengalaman di bidang politik dan berkontribusi
penting ketika telah menjadi anggota parlemen terpilih;
penguatan jejaring bagi anggota parlemen terhadap
lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sehingga
kapasitas dan dukungan untuk memperjuangkan
aspirasi  publik tidak terkendala; workshop tentang
pentingnya pemahaman konsep-konsep dasar seperti
gender, PUG, dan PPRG. Artinya APP perlu mendapatkan
sejumlah pelatihan, workshop, diskusi, mentoring, reses
partisipatif dan bantuan teknis atau technical assistance
(TA).

Reses partisipatif adalah salah satu upaya
pemberdayaan terhadap APP dalam upaya yang
memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan
pemberdayaan tersebut. Artinya ikatan APP dan
konstituen khususnya perempuan perlu dijembatani
supaya pemahaman para APP dankeberpihakanterhadap
Untuk memastikan
hadirnya agenda politik perempuan, peningkatan
kuantitas dan kualitas perlu terus dilakukan secara
bersamaan. Jangan sampai APP hadir hanya sebatas

pada pemenuhan kuota tetapi tidak membawa aspirasi

isu perempuan semakin kuat.

perempuan, apalagi melanggengkan kebijakan yang
diskriminatif, sebab kebijakan afirmatif sesungguhnya
didorong dan dilakukan untuk mewujudkan representasi
substantif. Artinya para APP yang berada di legislatif
dapat bertindak untuk atau atas nama yang diwakilinya,
sebagai agen, sebagai pengganti dari yang diwakilinya.

Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia
Ensuring the Women'’s Political Agenda:

A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

Perlu dipahami bahwa kebijakan afirmatif adalah upaya
untuk menyeimbangkan yang timpang.
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